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ABSTRAK

Hasbullah Bin Abdullah, Program Studi lImu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Tahun 2022, Inovasi
Pelayanan Administrasi Kependudukan “Desaku Tuntas” Di Masa Pandemi Covid-
19 (Studi Pada Dispendukcapil Kabupaten Malang) Dosen Pembimbing: Imron
Rosyadi Hamid, SE, M.Si.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan
pelayanan administratif kependudukan yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dispendukcapil) Kabupaten Malang. Dalam mewujudkan penyelengaraan
pelayanan publik dimasa pandemi Covid-19, Dispenducapil Kabupaten Malang
melakukan terobosan inovasi pelayanan publik yaitu Inovasi Desaku Tuntas.
Tujuan dengan adanya inovasi ini masyarakat dengan mudah mengaksesnya dalam
pengurusan dokumen administrasi kependudukanya.

Inovasi pelayanan administrasi kependudukan Desaku Tuntas pada
Dispendukcapil Kabupaten Malang akan diteliti dengan teori Kualitas Pelayanan
Publik yang dikemukakan oleh Sedarmayanti tentang kualitas pelayanan publik
meliputi empat aspek dasar yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana,
Ketetapan Prosedur dan Mudahnya Informasi.

Program Inovasi Desaku Tuntas adalah suatu program pelayanan
administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dispenducapil Kabupaten Malang
melalui bekerjasama dengan Desa/Kelurahan. Setiap Desa/Kelurahan menunjuk
satu orang Kader Sadar Adminduk sebagai operator yang bertugas membantu
Dispendukcapil Kabupaten Malang untuk melayani masyarakat Desa/Kelurahan
dalam kepengurusan dokumen adminduk secara online dan mensosialisasikan
semua kebijakan yang ada di Dispendukcapil Kabupaten Malang. Pelayanan
administrasi kependudukan melalui inovasi Desaku Tuntas berupa pembuatan E-
KTP, KIA, KK, Akta Kematian, Akta Kelahiran, dan Surat Pindah. Untuk
perekaman E-KTP sendiri masyarakat dengan mudah melakukanya di wilayah
Kecamatan dan mencetak E-KTP melalui mesin ADM yang ada di Kecamatan
setempat. Namun dalam penerapan program inovasi Desaku Tuntas ada beberapa
kendala yang ditemukan berupa kurangnya-sarana dan prasaran. serta tingkat
kualitas operator desa dalam pengimputan data melalui Komputer.

Kata Kunci: Dispendukcapil Kabupaten Malang, Inovasi Desaku Tuntas, E-KTP,
Operator Desa.
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ABSTRACT

Hasbullah Bin Abdullah, Government Science Study Program, Faculty of
Social and Political Sciences, Raden Rahmat Islamic University Malang, 2022,
Population Administration Service Innovation ""Desaku Completes™ During
the Covid-19 Pandemic (Study at Dispendukcapil Malang Regency)
Supervisor: Imron Rosyadi Hamid, SE, M.Si.

Public service is an activity or series of fulfilling the needs of population
administrative services provided by public service providers in this case is the
Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil) Malang
Regency. In realizing the implementation of public services during the Covid-19
pandemic, the Malang Regency Dispendkatail made a breakthrough in public
service innovation, namely the Desaku Tuntas Innovation. The purpose of this
innovation is that people can easily access it in managing their population
administration documents.

The innovation of the population administration service of Desaku
Completes at the Dispendukcapil of Malang Regency will be examined with the
theory of Public Service Quality proposed by Sedarmayanti about the quality of
public services covering four basic aspects, namely Human Resources, Facilities
and Infrastructure, Procedures and Ease of Information.

The Desaku Tuntas Innovation Program is a population administration
service program carried out by the Malang Regency Dispendkatail in collaboration
with the Village/Kelurahan. Each Village/Sub-district appoints one Adminduk
Awareness Cadre as an operator in charge of assisting the Malang Regency
Dispendukcapil to serve the Village/Kelurahan community in managing
administrative documents online and disseminating all policies in the Malang
Regency Dispendukcapil. Population administration services through Desaku
Tuntas innovation in the form of making E-KTP, KIA, KK, Death Certificates,
Birth Certificates, and Transfer Letters. For recording the E-KTP itself, the
community can easily do it in the District area and print the E-KTP through the
ADM machine in the'local District. However, in the implementation of the Desaku
Tuntas innovation program, there were several obstacles found in the form of a lack
of facilities and infrastructure as well as the level of quality of village operators in
inputting data through computers.

Keywords: Malang Regency Dispendukcapil, Desaku Complete Innovation, E-
KTP, Village Operators.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik merupakan suatu ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya
terbatas dalam arti pelayanan sempit, yakni pada proses pelayanan tatap muka
antara unsur yang melayani (pegawai pemerintah) dan yang di layani (masyarakat).
Pelayanan publik sendiri ialah jembatan antara hubungan pemerintah dan
masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan administrasi masyarakat. Maka
pelayanan publik sebenarnya adalah hubungan timbal balik antara pihak instansi
dan masyarakat.

Menurut Sinambela dalam (Paslong, 2013: 128) pelayanan publik diartikan
sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia
yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik (dalam Anggelita, et al. 2019). Sedangkan menurut Widodo
Joko dalam Sadhana (2010: 13) Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi
pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentinga pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan. Maka pelayanan publik merupakan serangkian aktifitas pelayanan
yang disediakan oleh pemerintah dalam-memenuhi-keperluan masyarakat terkait
dengan kebutuhan administrasi pengguna yang dibutuhkan pada organisasi publik
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Jika artikan lebih khusus

terkait pelayanan publik itu sendiri ialah memberikan hak dasar kepada masyarakat



berdasarkan kepentingannya dari aparatur negara menurut peraturan perundang-
undangan.

Dalam pandangan Dwiyanto (2011: 128) pelayanan publik adalah setiap
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang
memiiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik. Sedangkan menurut Surjadi (2012: 7) pelayanan publik adalah
upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga
negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan public.

Menurut Sinambela dalam (Harbani Pasolong, 2016: 128) yang mengartikan
pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang telah
memenuhi standar pelayanan bearti pemerintah telah mewujudkan kualitas
pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat serta menuju kearah pelayanan
yang lebih prima.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah
kegiatan-atau rangkaian-pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai‘dengan peraturan
perundang-undangan bagi-setiap warga.negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur yaitu pelayanan publik adalah segala

kegitan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuia dengan ha-hak dasar



setiap warga negara adan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggra pelayanan yang terkait dengan
kepentingan publik.

Salah satu pelayanan publik adalah bidang administrasi kependudukan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
merupakan subtansi yang mendasar dibidang administrasi kependudukan dengan
tujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan
kepada masyarakat. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan menjelaskan Elektronik KTP (E-KTP) atau kartu tanda penduduk
elektronik  adalah  dokumen  kependudukan yang memuat  sistem
keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi
dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya
diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan
(NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur
hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam
penerbitan paspor, Surat 1zin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah-dan- penerbitan domunen
identitas lainya. Dengan hadirmnya Undang-Undang-ini, masyarakat berharap akan
lebih mudah dan cepat dalam proses penerbitan E-KTP pada Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam mewujudkan

penyelengaraan pelayanan publik, dalam hal ini upuya peningkatan kualitas



pelayanan administrasi di Dispendukcapil Kabupaten Malang dilaksanakan secara
konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga
pelayanan publik kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat,
terbuka dan tidak diskriminasi. Adapun cara mengoptimalkan pelayanan publik
dengan melibatkan masyarakat yang tujuan memaksimalkan pelayanan publik yang
sudah berlaku. Misalnya, seperti hasil survei terhadap kepuasan masyarakat dengan
pelayanan yang sudah berlaku, sehingga hasil itu menjadi bahan evaluasi pihak
penyelenggara pelayanan publik.

Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau
unit adopsi lainya. Itu tidak terlalu penting, sejauh menyangkut perilaku manusia,
terlepas dari apakah ide “obyektif” atau tidak, yang baru diukur dengan selang
waktu sejak pertama kali digunakan atau ditemukan. Kebaruan gagasan yang
dirasakan untuk individu menentukan reaksinya terhadapnya. Jika sebuah ide
tampak baru bagi individu, itu adalah sebuah inovasi (Everett M. Rogers, 2003).
Sedangkan Suwarno (2008: 17) menjelaskan bahwa inovasi dapat berupa produk
atau jasa yang baru, teknologi yang baru, teknologi proses produksi yang baru,
sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.
Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa inovasi adalah proses produk, ide,
gagasan,- atau  objek yang baru-dimana kebaruan gagasan‘itu dapat dirasan oleh
individuk; maupun organisasi.

Inovasi telah memiliki landasan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat bab khusus mengenai
inovasi daerah. Pasal 386 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam rangka peningkatan

kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat



melakukan inovasi”, ayat 2 menyatakan bahwa “Inovasi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah”. Inovasi yang dimaksud dalam pasal 386 adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Bentuk pembaharuan
yang dimaksud antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan
temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi merupakan sebuah
penemuan baru, teknologi baru atau pun pengembangan teknologi atau produk lama
yang miliki tujuan untuk mengembangkan atau menemukan ilmu pengetahuan.

Sedangkan West dan Farr dalam (Ancok, 2012: 34) mengatakan bahwa inovasi
adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk dan
prosedur yang baru pada unit yang menerapkanya untuk memberikan keuntungan
individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Menurut Barney dan Hesterley
dalam (Sunandar, 2018) inovasi dapat didefinisikan menjadi ide-ide baru dan
menjadikannya dapat digunakan dalam praktek secara luas (Hamrun, et al. 2020).
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwan inovasi adalah suatu ide, gagasan,
produk yang baru untuk diterapkan kepada individu, organisasi, dan masyarakat
dimana dapat membawa keuntungan dan dapat diimplementasikan dalam praktek
secara luas.

Dalam ' konteks Indonesia, sejak ‘pandemi Covid-19 ‘menyebar sanggat
berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik,~sosial dan ekonomi. Dimasa
pandemi Covid-19 setiap instansi pemerintah tetap memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam hal itu, pemerintah merespon dengan sebuah ketetapan melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan

Administrasi Kependudukan secara daring. Hal tersebut menjelaskan bahwa



pelayanan administrasi kependudukan berbasis daring yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 79 A yang meyebutkan pengurusan
dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, proses pelayanan
yang rumit sehingga terkesan berbelit-belit, pelayanan yang ada membutuhkan
waktu lama, dan masyarakat yang datang dari jarak yang cukup jauh dari tempat
penerbitan dokumen kependudukan. Pada masa Covid-19 ini juga semua bentuk
pelayanan publik dari tatap muka menjadi serba online. Sehingga instansi
pemerintah dituntut untuk memanfaatkan teknologi dan informasi dalam
menjalankan sistem pelayanan publik.

Salah satu lembaga instansi pemerintah yang tetap memberikan pelayanan
publik kepada masyarakat ialah Dinas Kependudukan dan Pencaatatan Sipil
(Dispendukcapil) Kabupaten Malang. Selama masa pembatasan pelayanan tatap
muka saat pandemi Covid-19, di Dispendukcapil sudah melaksanan proses
pelayanan publik secara online, namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan
Covid-19. Dispendukcapil sangat memperhatikan standart pelayanan disini terlebih
pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Dispendukcapil Kabupaten Malang merupakan salah satu organisasi
Pemerintah Daerah yang dapat menerbitkan administrasi peduduk meliputi
Penerbitan Surat' Keterangan Pindah, Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKKT), Kartu.Identitas Anak (KIA), Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP),
Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dll. Selanjutnya dalam pelayanan administrasi
kependudukan pada Dispendukcapil Kabupaten Malang harus memberikan

pelayanan administrasi yang dapat memuaskan masyarakat Kabupaten Malang.



Tetapi yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pelayanan publik e-
KTP di masa pandemi Covid-19 di Dispendukcapil Kabupaten Malang.

Dispendukcapil Kabupaten Malang ialah lembaga pemerintah mengelola
persoalan administrasi penduduk yang terdapat di Kabupaten Malang. Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alasan
diterapkannyaa Perda tersebut pastinya akan berupaya memperoleh data penduduk
serta pemetaan yang akurat serta melihat kemajuan dari pemerintah untuk
menanggulangi permasalah yang sedang dihadapi publik.

Sebelum inovasi Desaku Tuntas, Dispendukcapil Kabupaten Malang
mengembangkan sebuah inovasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam
pengurusan administrasi kependudukan yaitu inovasi Sistem Pelayanan Adminduk
Jalur Khusus Chatting (SIPADUKA). Inovasi SIPADUKA yang dikembangkan
Dispendukcapil Kabupaten Malang guna memanilisir pelayanan tatap muka.
SIPADUKA adalah sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan
dengan memanfaatkan aplikasi Whatsapp dimana warga tinggal mengirim syarat
dokumen adminduk yang diajukan ke nomor Whatsapp yang disediakan. Berkas
adminduk yang dikirim berupa foto atau scan setelah itu pemohon mendapatkan
nomor atau resi- pengambilan, ‘selanjutnya berkas pengajuan dikirim ke kantor
Dispendukcapil Kabupaten-Malang melalui PT. Posindonesia dan bila berkas telah
selesai maka pemohon tinggal mengambil dokumen kependudukan ke Kecamatan
setempat.

Dalam menjalankan program inovasi SIPADUKA ini, Dispendukcapil

Kabupaten Malang yang memanfaatkan aplikasi Whatsapp sebagai media dalam



pengurusan administrasi kependudukan begitu simpel karena syarat dan prosedur
tidak begitu menyulitkan masyarakat dalam pembuatan administrasi
kependudukan. Namun yang menjadi perbendaan inovasi SIPADUKA dan inovasi
lain salah satunya adalah inovasi Desaku Tuntas yaitu terkait prosedurnya. Prosedur
dari inovasi SIPADUKA yaitu dalam pengurusan administrasi kependudukan
masyarakat masih mengurusnya secara sendiri tanpa ada mentor dari desa yang
ataupun dari Dispendukcapil Kabupaten Malang yang bersedia memandu
masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam pembuatan
administrasi kependudukan dan inovasi SIPADUKA ini, Dispendukcapil
Kabupaten Malang hanya menyediakan satu media sebagai alat bagi masyarakat
yaitu Whatsapp dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Dispendukcapil selama masa pembatasan pelayanan tatap muka saat pandemi
Covid-19 dari berbagai banyak inovasi itu sendiri salah satunya terdapat inovasi
“Desaku Tuntas”. Desaku Tuntas yaitu inovasi pelayanan administrasi
kependudukan yang bekerjasama dengan Desa/Kelurahan. Setiap Desa/Kelurahan
menunjuk satu orang Kader Sadar Adminduk sebagai operator yang bertugas
membantu Dispendukcapil Kabupaten Malang untuk melayani masyarakat
Desa/Kelurahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan secara online dan
mensosialisasikan semua kebijakan ‘'yang ada dii Dispendukcapil  Kabupaten
Malang.

Inovasi Desaku Tuntas ini sangat memudahkan masyarakat dalam pengurusan
data administrasi kependudukan selama masa pandemi Covid-19. Kerana dalam
pelayanan administarsi masyarakat tidak jauh-jauh ke kantor Kecamatan atau

Dispendukcapil Kabupaten Malang cukup dengan mendatangi kantor desa setempat



dan nanti akan dibantu langsung oleh petugas Kader Adminduk yang sudah
ditunujuk dari Desa setempat. Inovasi Desaku Tuntas yang sudah memiliki Kader
Adminduk sebagai operator yang bertugas membantu Dispendukcapil Kabupaten
Malang sehingga hal itu menjadi nilai positif sendiri dari Inovasi Desaku Tuntas
dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat selama masa
pandemi Covid-19.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP 2020) mencatat penduduk
Kabupaten Malang pada bulan September 2020 sebesar 2.654.448 jiwa. Dalam
jangka sepuluh tahun terakhir, yaitu tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk
Kabupaten Malang mengalami penambahan sekitar 208.230 jiwa atau rata-rata 21
ribu setiap tahun. Dengan jumlah masyarakat yang besar kemungkinan bisa
mengakibatkan dinamika penduduk yang memerlukan kepedulian utama dari
pemerintah. Dari 2.654.448 jiwa penduduk Kabupaten Malang sejumlah 94.14
persen atau sekitar 2.498.976 penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara
5.86 persen atau sekitar 155.472 jiwa penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai
KK/KTP. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Malang hasil SP 2020 sebanyak
1.337.805 orang, atau 50, 40 persen dari total penduduk. Sementara jumlah
penduduk perempuan di Kabupaten Malang hasil SP2020 sebanyak 1.316.643
orang, atau 49.60 persen-dari-total penduduk (BPS Kabupaten Malang, 2020).

Dari.data sensus penduduk. tahun 2020 diatas-dapat Kita lihat bahwa jumlah
penduduk Kabupaten Malang tiap tahun mengalami kenaikan. Hasil sensus
penduduk tahun 2020 diatas sangat juga berpengaruh sekali dalam rangka
menertibkan administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data

kependudukan secara nasional, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan
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data yang akurat dan terkini salah satunya dalah program E-KTP. Oleh sebab itu,
disaat pandemic Covid-19 seperti ini perlu adanya inovasi yang baik dan dapat
diformulasikan dengan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan
kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah.

Sesuai dengan latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul Inovasi
Pelayanan Administrasi Kependudukan “Desaku Tuntas” Di Masa Pandemi
Covid-19 (Studi Pada Dispendukcapil Kabupaten Malang). Jadi
Dispendukcapil Kabupaten Malang adalah objek dalam melakukan penelitian agar
mengetahui bagaimana pelaksanaan serta inovasi yang dilakukan dalam proses
pelayanan publik e-KTP di masa pandemi Covid-19 ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik E-KTP di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang di masa
pandemi Covid-19?

b. Bagaimana penerapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
“Desaku Tuntas” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malang di masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan" rumusan” masalah peneliti, tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik E-KTP di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang di masa

pandemi Covid-19.
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b. Untuk mengetahui penerapan inovasi “Desaku Tuntas” yang dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang di
masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada pihak secara langsung
maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah:

a. Bagi Peneliti
Sebagai sumbangsih dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan

tentang proses pelayanan publik selama Covid-19, serta berkontribusi
penuh bagi pengembangan teori-teori ilmu sosial khususnya Iimu
Pemerintahan.

b. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna

meningkatkan proses pelayanan publik selama Covid-19 agar semakin
mempermudah masyarakat.

c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat dijadikan sumber atau informasi terkait dengan

pelaksanaan pelayanan publik di Dispendukcapil Kabupaten Malang

dalam melayani masyarakat sebagaimana mestinya.



